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ALASAN PEMERINTAH BERUTANG menurut web KEMENKEU

• Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya
biaya ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing
nasional. Menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur
demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

• Pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif, Belanja Negara lebih besar
daripada Pendapatan Negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.

• Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspansif ini
dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi
anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

• Terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak dapat ditunda. 
Pendapatan Negara belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut
sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui pembiayaan/utang. 
Utang tersebut aman karena digunakan untuk belanja produktif.

• SECARA TEKNIS: Pendapatan lebih kecil dari Belanja (defisit), diatasi dengan
berutang. Defisit terjadi tiap tahun dengan kecenderungan nominal yang makin
besar, maka posisi utang pemerintah pun terus meningkat.



POSISI UTANG (OUTSTANDING)

• Posisi utang atau sisa utang pemerintah biasa disampaikan kepada publik
untuk kondisi pada akhir bulan dan akhir tahun. Antara lain melalui
publikasi APBN Kita dan LKPP. 

• Posisi utang bersifat akumulasi. Sudah memperhitungkan penarikan utang 
baru dan pembayaran utang lama.

• Posisi utang pemerintah sering digambarkan dalam beberapa aspek. Dilihat
dari bentuk, berupa pinjaman (14%) dan Surat Berharga Negara atau SBN 
(86%). Dari denominasi atau jenis mata uang, berupa rupiah (76%) dan 
berupa mata uang asing atau valuta asing (24%). Dari sumber atau
krediturnya, berupa utang luar negeri (50%) dan utang dalam negeri (50%).

• Posisi utang pemerintah cenderung meningkat. Tahun 2020 meningkat
sangat pesat karena dampak pandemi covid-19



Posisi utang Pemerintah akhir 2020 diprakirakan sekitar Rp6.055 T.
Dihitung dari posisi akhir 2019 (Rp4.786,5 T), realisasi pembiayaan
utang 2020 (Rp1.226,8 T) dan faktor pelemahan rupiah (Rp42 T).
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Penerbitan SBN bruto tahun 2020 mencapai Rp1.533,63 triliun. BI membeli di pasar 
perdana sebesar Rp650,45 T. Melalui lelang (75,81 T) dan private placement sesuai
SKB II (574,59 T). Secara statistik, semua tambahan SBN dibeli BI (2019: 903,36 T)  
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Kebijakan pengelolaan pinjaman (terutama luar negeri): mengurangi
atau berupaya menjaga posisi tidak bertambah. Pada 2020 bertambah
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POSISI PINJAMAN AKHIR TAHUN 



Rasio utang pemerintah atas PDB dan atas Pendapatan cenderung meningkat. Meningkat
pesat pada realisasi APBN 2020. Dari perhitungan APBN 2021, masih akan meningkat. 
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Posisi utang pemerintah akhir tahun Porsi dari PDB
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Posisi utang pemerintah akhir tahun Porsi dari Pendapatan Negara
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Pembayaran atau beban utang mencakup pelunasan atau cicilan pokok utang dan pembayaran
bunga utang. Pembayaran cicilan pokok utang dilakukan pada utang yang berbentuk pinjaman. 
Sedangkan untuk jenis SBN, pelunasan dilakukan sesuai waktu jatuh tempo dan nilai yang tercantum
pada serinya. Bunga merupakan seluruh biaya utang (termasuk fee, administrasi, dll)
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KEBIJAKAN UTANG PEMERINTAH

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

• Rencana jangka menengah (dahulu 5 tahunan, kini 4 tahunan)

• Rencana Tahunan: Nota Keuangan (APBN) dan Kemenkeu (DJPPR)

• Sebenarnya ada LTFS tahun 2019, namun masih dokumen badan 
kebijakan fiskal; karena selalu diingatkan oleh BPK selama beberapa
tahun; akhirnya pada tahun 2019 disusun, dan telah direviu oleh BPK 
melalui serangkaian audit atas LKPP 2019.

• Pandemi mengubah semuanya. Utang meningkat secara drastic, dan 
segala beban pembayaran ke depan cukup berat, serta
mempersempit ruang fiscal (APBN) 



PERENCANAAN UTANG PEMERINTAH?

• Baru pada tahun 2019, Pemerintah mengeluarkan rencana jangka panjang atau
Long-Term Fiscal Sustainability/LTFS (2020-2045). Statusnya dikeluarkan oleh 
Badan Kebijakan Fiskal (belum Permenkeu, Perpres atau UU). BPK sudah
mengimbau selama beberapa tahun terakhir agar LTFS disusun.

• Sebelumnya, Pemerintah hanya memiliki strategi atau rencana jangka menengah
(5 tahunan kemudian diubah 4 tahunan) dengan posisi legal Permenkeu. 
Substansinya menyesuaikan dengan indikator terkait yang telah dikemukakan
dalam RPJMN (5 tahun)

• Pemerintah (tingkat Ditjen Kemenkeu) mengeluarkan strategi (di dalamnya ada
rencana) tahunan. Biasanya menyesuaikan dengan narasi dalam Nota Keuangan
dan APBN tahun bersangkutan.

• TARGET RPJMN meleset, Strategi jangka menengah meleset, rencana tahunan
rata-rata berubah satu hingga tiga kali selama setahun.

• Pandemi covid-19 membuatnya makin menjauh dari target



Target rasio utang atas PDB dalam RPJMN sejak 2014 tak pernah tercapai
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RPJMN 2020-2024:
Rasio utang akan dijaga
di bawah 30 persen PDB



Gambar disalin dari Kepmen No884/KMK.08/2017

Gambar disalin dari Kepmern No113/KMK.08/2014



Dampak Pandemi atas Utang Pemerintah 2020

• Secara garis besar kebijakan pembiayaan utang tahun 2020 tertuang dalam
empat prinsip yang saling berkaitan, sebagai berikut: (1) Kehatihatian, 
menjaga rasio utang terhadap PDB pada level aman dan diupayakan
menurun untuk mendukung kesinambungan fiskal; (2) Produktif, 
mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (3) Seimbang, 
mewujudkan keseimbangan makro ekonomi dan fiskal dengan menjaga
komposisi utang domestik dan valas pada batas terkendali dan sekaligus
mendorong pendalaman pasar keuangan; serta (4) Efisien, mendorong
efisiensi bunga utang pada tingkat risiko terkendali. (NK)

• Pada tahun 2023, rasio utang diperkirakan sebesar 26,3 - 27,9 persen
terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan tahun 2020 sebesar 29,4 – 30,1 
persen terhadap PDB. (Nota Keuangan APBN 2020)

• Realisasi pembiayaan utang APBN 2020, penerbitan SBN Neto, posisi utang, 
dan rasio utang SELURUHNYA berubah dalam artian memburuk



Kutipan Nota Keuangan dan APBN 2021 tentang pengelolaan utang

• Dalam APBN tahun 2021, pembiayaan utang direncanakan sebesar
Rp1.177.350,9 miliar atau 3,5 persen lebih rendah jika dibandingkan
dengan APBN sesuai Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp1.220.461,6 miliar. 
Sejalan dengan kebijakan umum di atas, sebagian besar pembiayaan utang 
dalam APBN tahun 2021 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. 

• Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan
terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah.

• Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang 
rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang.

• Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi
bunga, Pemerintah tetap memiliki fleksibilitas dalam menentukan
komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam
strategi pembiayaan utang.



Kutipan Nota Keuangan dan APBN 2021 tentang penerbitan SBN

• Peningkatan jumlah penerbitan SBN setiap tahun dipengaruhi oleh faktor-faktor
antara lain: (1) kebutuhan APBN untuk menutupi defisit dan pembiayaan non-
utang di antaranya investasi Pemerintah; (2) penurunan porsi pembiayaan utang 
yang berasal dari pinjaman; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan
portofolio dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar 
keuangan domestik.

• Pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) dalam APBN tahun 2021 
direncanakan sebesar Rp1.207.267,1 miliar

• Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2021 
akan dilakukan Pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata
uang rupiah. Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan
pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan 
global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.



Kutipan Nota Keuangan dan APBN 2021 tentang pinjaman Luar Negeri

• Pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN tahun 2021 direncanakan
sebesar negatif Rp30.894,6 miliar, yang terdiri atas penarikan
pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp51.377,4 miliar dan 
pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif
Rp82.272,0 miliar. 

• Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2021 
direncanakan sebesar US$1,5 miliar atau ekuivalen Rp21.900,0 miliar. 
Penarikan pinjaman kegiatan dalam APBN tahun 2021 direncanakan
sebesar Rp29.477,4 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama
berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral antara lain 
Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, AIIB, 
dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.



INFORMASI TAMBAHAN
• Posisi ULN Indonesia pada awal tahun 1970 adalah sebesar

US$2,52 milyar, termasuk ULN Orde Lama sebesar US$2,1 
milyar yang telah dijadwal ulang melalui Paris Club tahun
1970. 

• Sebelum pemerintahan Soeharto, ULN swasta sangat kecil
jumlahnya. Kebanyakan ULN perusahaan asing yang masih
boleh beroperasi di Indonesia. 

• Secara catatan, ULN mencapai posisi tertinggi pada tahun
1998 pada era Habibie, karena Soeharto telah lengser
pada Mei tahun tersebut. 

• Namun, ULN pemerintah dan swasta pada tahun itu
sebenarnya akibat dari krisis warisan era Soeharto. 

• Diantaranya berupa: peningkatan yang diakibatkan risiko
nilai tukar, denda karena keterlambatan pembayaran, dan 
talangan pemerintah atas ULN swasta. 

• Telah ada komitmen dan pencairan utang dari IMF 
sehubungan dengan kesulitan neraca pembayaran
internasional yang dialami.

Pada era Soeharto, Utang Pemerintah
hampir seluruhnya berupa ULN;
Dalam nilai USD, utang pemerintah
akhir 2021 sebesar US$429.433 juta



PENUTUP

• Utang Pemerintah yang meningkat pesat pada tahun 2020, Sebagian besar
memang disebabkan dampak pandemic covid-19

• Perkembangan utang Pemerintah sudah tidak menggembirakan sebelum
pandemi. Antara lain terlihat pada posisi, berbagai rasio, beban
pembayaran, dan risiko ke depannya.

• APBN 2021 disusun dengan rencana berutang yang masih amat besar. 
Risikonya antara lain rencana pembiayaan utang tak terpenuhi, terpenuhi
namun biayanya makin tinggi, terpenuhi namun makin membebani fiskal
tahun selanjutnya.

• Menyebut utang selama ini bersifat produktif selama ini dengan sajikan
berbagai hasil infrastruktur dll, bisa saja ditafsirkan sebagai mengakui
bahwa tidak cukup berprestasi mengelola keuangan negara. Bahkan
pembangunan ekonomi secara keseluruhan.    


